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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan 
bagaimana penerapan kewenangan pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat, 
penyelenggaraannya dapat berbentuk 
sentralisasi, namun dapat dipencarkan melalui 
bentuk pemerintahan desentralisasi, 
dekonsentrasi dan pembantuan kepada 
pemerintahan yang lebih rendah (daerah 
otonom), pengawasan tetap terbatas pada 
pemerintah pusat. Desentralisasi merupakan 
penyerahan urusan pemerintahan, kekuasaan 
dan kewenangan untuk mengambil keputusan 
mengatur daerah-daerah. Dekonsentralisasi 
merupakan pelimpahan wewenang yang secara 
fungsional pemerintah pusat kepada pejabat di 
daerah, dan pembantuan merupakan sifat 
membantu melaksanakan tugas peraturan 
perundang-undangan. Peraturan perundang-
undangan mewajibkan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah semua kegiatan, 
pengelolaan, kebijakan yang diambil oleh 
pejabat daerah harus terbuka (transparan) dan 
dapat dipertanggungjawabkan (responsibility) 
untuk mencegah perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh pejabat daerah dari satu 
sisi, dari pandangan-pandangan 
masyarakat/publik merupakan 
sentral/pengawasan atas kebenaran, kejujuran 
dan keadilan/tidak diskriminatif untuk itu 
dilakukan informasi. 2. Pelayanan 
publik/masyarakat merupakan salah satu tugas, 
penyelenggara pemerintah daerah, ini sebagai 
kewajiban pemerintah dan sebaliknya sebagai 
hak bagi warga masyarakat/publik, semua hak 
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dan kewajiban diatas berlaku sebaliknya yang 
mencakup pelaksanaan pelayanan, 
pengelolaan, pengaduan publik, informasi, 
pengawasan, penyuluhan dan konsultasi diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 
Penyelenggaraan pemerintah daerah 
berkenaan dengan pelayanan publik tersebut 
berfokus pada pelayanan kepada 
publik/masyarakat, terutama berkenaan 
dengan pangan, sandang, papan, pendidikan 
kesehatan, lindungan pekerjaan, dan bidang 
sosial. Inilah, yang perlu masyarakat prioritas 
dari penyelenggaraan pemerintah daerah. 
Kata kunci: Kewenangan Pemerintah Daerah, 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara 
kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan 
Otonomi daerah.3 

Penyelenggaraan otonomi daerah 
sebagaimana telah diamanatkan secara jelas di 
dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata 
sistem pemerintahan daerah dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan 
keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan 
ditingkat daerah. Dalam rangka melaksanakan 
amanat UUD 1945, dimaksud telah ditetapkan 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah 
yang dalam perjalanan sejarahnya telah 
mengalami beberapa kali perubahan. 

Sejarah penyelenggaraan Pemerintah 
Republik Indonesia menunjukkan bahwa 
otonomi daerah merupakan salah satu sendi 
penting penyelenggaraan pemerintahan 
negara, hal ini terlihat dalam UUD 1945 
khususnya dalam Pasal 18b, merupakan 
landasan yang kuat penyelenggaraan otonomi 
dengan memberikan kewenangan yang luas, 
nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) 
dan (2) amandemen UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa: 
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1. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
dan kota, yang tiap-tiap provinsi 
kabupaten dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah yang diatur dengan 
undang-undang. 

2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.4 

Dengan pemberian otonomi daerah sebagai 
penyelenggara pelayanan publik menjadikan 
kepastian hukum dalam hubungan antara 
masyarakat dan penyelenggara dalam 
pelayanan publik, serta terwujudnya batasan 
dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan 
seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayan publik. Terwujudnya 
sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang 
layak sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, terpenuhinya 
penyelenggaraan pelayanan public sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Memperhatikan uraian tersebut diatas, 
maka penulis hendak mengkaji dan meneliti 
secara mendalam dengan judul “Kewenangan 
Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2009”. 

 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan 

pemerintah daerah? 
2. Bagaimana penerapan kewenangan 

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik? 
 

C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dipakai dalam 

penulisan ini menggunakan pendekatan 
penelitian yuridis normative yang bersifat 
kualitatif. Penelitian yuridis normative adalah 
penelitian yang mengacu pada norma hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan kepustakaan-kepustakaan 
pengambilan serta norma-norma yang hidup 
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dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat 
kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam 
dan kritis yaitu dari segala segi (komprehensif).5 

 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 
Kekuasaan negara kesatuan terletak pada 

pemerintahan pusat dan tidak pada pemerintah 
daerah, walaupun dalam implementasinya, 
negara kesatuan dapat berbentuk sentralisasi 
yang segala kebijakan dilakukan secara terpusat 
atau berbentuk desentralisasi, yang segala 
kegiatan dilakukan dalam penyelenggaraan 
pemerintah dipencarkan.6 

Ciri yang melekat pada negara kesatuan 
yang bersifat esensil, yaitu (1) adanya 
supremasi dari parlemen atau lembaga 
perwakilan rakyat pusat dan (2) tidak adanya 
bahan-bahan bawahan yang mempunyai 
kedaulatan.Kedaulatan yang terdapat dalam 
negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi, 
bentuk pemerintahan desentralisasi dalam 
negara kesatuan adalah sebagai usaha 
mewujudkan pemerintahan demokrasi, dimana 
pemerintahan daerah dijalankan secara efektif, 
guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat.7 

Kewenangan dalam pelaksanaan 
pemerintah daerah, meliputi kewenangan 
membuat perda-perda dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang diemban secara 
demokratis.Pelimpahan atau penyerahan 
wewenang dari pemerintah pusat kepada 
daerah-daerah otonom bukanlah karena hal itu 
ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan 
disebabkan oleh hakikat negara.8 

Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa 
yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi 
atas segenap urusan negara adalah pemerintah 
pusat tanpa adanya gangguan oleh suatu 
delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada 
pemerintah daerah.Pengaturan pelaksanaan 
kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, 
yaitu dipusatkan atau dipencarkan. Jika 
kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi 
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sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika 
kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi 
desentralisasi. Dalam berbagai perkembangan 
pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat 
kea rah sentralistik, yang disebabkan faktor-
faktor tertentu.9 

Wewenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan tidak semata-mata 
dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan 
dilakukan juga oleh satuan-satuan 
pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam 
satuan territorial maupun fungsional.Satuan-
satuan pemerintahan yang lebih rendah 
diserahi dan dibiarkan mengatur sendiri 
sebagian urusan pemerintahan. 

Kekuasaan pemerintah pusat tidak 
terganggu dengan adanya kewenangan pada 
daerah otonom yang diberikan otonomi yang 
luas dan tidak bermakna untuk mengurangi 
kekuasaan pemerintah pusat. 10 Pemberian 
sebagian kewenangan (kekuasaan) kepada 
daerah berdasarkan hak otonomi (negara 
kesatuan dengan sistem desentralisasi), tetapi 
pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap 
ditangan pemerintah pusat. 

Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah 
tidaklah berarti bahwa pemerintahan daerah 
itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan 
tertinggi masih tetap terletak di tangan 
pemerintah pusat.Hubungan pusat dengan 
daerah dalam suatu negara kesatuan, 
pemerintah pusat membentuk daerah-daerah, 
serta menyerahkan sebagian dari 
kewenangannya kepada daerah-daerah.11 

Penyelenggaraan Pemerintah daerah 
berpedoman pada tiga asas yakni asas 
desentralisasi, asas sentralisasi, dan asas 
pembantuan(madebewind). 
a. Penerapan Asas Desentralisasi 

Pemaknaanasas desentralisasi menjadi 
perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji 
dan melihat penerapan asas ini dalam 
pelaksanaan pemerintahan daerah. Perdebatan 
yang muncul diakibatkan oleh cara pandang 
dalam mengartikulasikan sisi mana 
desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan 
pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas 
desentralisasi masing-masing pakar tersebut 
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dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, 
diantaranya: 
1. Desentralisasi sebagai penyerahan 

kewenangan dan kekuasaan; 
2. Desentralisasi sebagai pelimpahan 

kekuasaan dan kewenangan; 
3. Desentralisasi sebagai pembagian, 

penyebaran, pemencaran, dan pemberian 
kekuasaan dan kewenangan; serta 

4. Desentralisasi sebagai sarana dalam 
pembagian dan pembentukan daerah 
pemerintahan. 
Dari dimensi makna yang terlihat dari kaidah 

undang-undang di atas, jelas memperlihatkan 
bahwa desentralisasi memberikan ruang 
terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) 
dari pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah.Pengertian desentralisasi di sini hanya 
sekitar penyerahan urusan pemerintahan 
kepada daerah.Jadi hanya ada satu 
bentukotonomi.Otonomi hanya ada kalau ada 
penyerahan urusan pemerintahankepada 
daerah.12 

Bagir Manan berpandangan bahwa 
desentralisasi dilihat dari hubungan pusat 
dan daerah yang mengacu pada UUD 1945, 
maka: pertama, bentuk hubungan antara 
pusat dan daerah tidak boleh mengurangi 
hak-hak rakyat daerah untuk turut serta 
(secara bebas) dalam penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Kedua, bentuk 
hubungan antara pusat dan daerah tidak 
boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah 
untuk berinisiatif atau berprakarsa.Ketiga, 
bentuk hubungan antara pusat dan daerah 
dapat berbeda-beda antara daerah yang 
satu dengan daerah yang lainnya.Keempat, 
bentuk hubungan antara pusat dan daerah 
adalah dalam rangka mewujudkan keadilan 
dan kesejahteraan sosial di daerah.13 

 
b. Penerapan Asas Dekonsentrasi 

Pendelegasian wewenang pada 
dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau 
melaksanakan peraturan-peraturan dan 
keputusan-keputusan pusat lainnya yang tidak 
berbentuk peraturan, yang tidak dapat 
berprakarsa menciptakan peraturan dan/atau 
membuat keputusan bentuk lainnya untuk 
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kemudian dilaksanakannya sendiri 
pula.Pendelegasian dalam dekonsentrasi 
berlangsung antara petugas perorangan pusat 
di pemerintahan pusat kepada petugas 
perorangan pusat di pemerintahan daerah. 

Dekonsentrasi merupakan salah satu jenis 
desentralisasi, dekonsentrasi sudah pasti 
desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu 
berarti dekonsentrasi.Dekonsentrasi 
merupakan perintah kepada para pejabat 
pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja 
dalam hierarki dengan suatu badan pemerintah 
untuk mengindahkan tugas-tugas tertentu 
dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan 
memutuskan beberapa hal tertentu dengan 
tanggung jawab terakhir tetap berada pada 
badan pemerintah sendiri.14 

Dalam kajian hukum tata negara, 
pemerintah yang berdasarkan asas 
dekonsentrasi merupakan pelimpahan 
kewenangan dari alat perlengkapan negara di 
pusat kepada instansi bawahan guna 
melaksanakan pekerjaan tertentu dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah 
pusat tidak kehilangan kewenangannya karena 
instansi bawahan melaksanakan tugas atas 
nama pemerintah pusat.15 

Pemahaman asas dekonsentrasi menurut 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang 
diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 
Tahun 2014 menegaskan secara jelas bahwa 
dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang 
pemerintahan. Jadi dimensi makna yang 
tercipta adalah adanya pelimpahan 
kewenangan yang secara fungsional dari 
pejabat atasan (dari pemerintah pusat kepada 
pejabat di daerah). 

 
c. Penerapan Asas Tugas 

Pembantuan(Medebewind) 
Walaupun sifat tugas pembantuan hanya 

bersifat “membantu” dan tidak dalam konteks 
hubungan “atasan-bawahan”, tetapi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak 
mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini 
timbul oleh atau berdasarkan ketentuan hukum 
atau peraturan perundang-undangan.Pada 
dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas 
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melaksanakan peraturan perundang-undangan, 
termasuk yang diperintahkan atau diminta 
dalam rangka tugas pembantuan.16 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 
menegaskan dalam Bab I, Pasal 1 butir 9 bahwa 
tugas pembantuan adalah penugasan dari 
pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota 
dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten/kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. Karena 
menyiratkan hubungan pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah dalam tugas 
pembantuan semata-mata karena ditentukan 
atau berdasarkan ketentuan hukum atau 
peraturan perundang-undangan. Memberikan 
pengertian tugas pembantuan sebagai 
penugasan dari pemerintah kepada daerah dan 
desa serta dari daerah ke desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu yang disertai 
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta 
sumber daya manusia dengan kewajiban 
melaporkan pelaksanaannya dan 
mempertanggungjawabkan kepada yang 
menugaskan. 
  
B. Penerapan Kewenangan Pemerintah 

Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 
Pelayanan publik menjadi konsep yang 

sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari 
kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan 
makna yang berbeda-beda.Dalam sejarah 
perjalanannya, pelayanan publik semula 
dipahami secara sederhana sebagai pelayanan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah 
kemudian disebut sebagai pelayanan publik. 
Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya 
meliputi seperti didalam Pasal 8 Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009: 

1. Pelaksanaan pelayanan; 
2. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 
3. Pengelolaan informasi; 
4. Pengawasan internal; 
5. Penyuluhan kepada masyarakat; dan 
6. Pelayanan konsultasi.17 
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Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009: 
1. Penyelenggaraan dapat melakukan kerja 

sama dalam bentuk penyerahan sebagian 
tugas penyelenggaraan pelayanan publik 
kepada pihak lain, dengan ketentuan: 
a. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan 

pelayanan publik dituangkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
dan dalam pelaksanaanya didasarkan 
pada standar pelayanan; 

b. Penyelenggara berkewajiban 
menginformasikan perjanjian kerja sama 
kepada masyarakat; 

c. Tanggung jawab pelaksanaan kerja sama 
berada pada penerima kerja sama, 
sedangkan tanggung jawab 
penyelenggaraan secara menyeluruh 
berada pada penyelenggara; 

d. Informasi tentang identitas pihak lain dan 
identitas penyelenggara sebagai 
penanggung jawab kegiatan harus 
dicantumkan oleh penyelenggara pada 
tempat yang jelas dan mudah diketahui 
masyarakat; dan 

e. Penyelenggara dan pihak lain wajib 
mencantumkan alamat tempat mengadu 
dan sarana untuk menampung keluhan 
masyarakat yang mudah diakses, antara 
lain telepon, pesan layanan singkat (short 
message service (sms)), laman(website), 
pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. 

2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tidak menambah beban 
kepada masyarakat. 

4. Selain kerjasama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), penyelenggara dapat 
melakukan kerja sama tertentu dengan 
pihak lain untuk menyelenggarakan 
pelayanan publik. 

5. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak boleh dari 14 (empat belas) hari 
dan tidak boleh dilakukan pengulangan. 
Pasal 14 Penyelenggara memiliki hak: 
a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat 

pihak lain yang bukan tugasnya; 
b. Melakukan kerja sama; 

c. Mempunyai anggaran pembiayaan 
penyelenggara pelayanan publik; 

d. Melakukan pembelian terhadap 
pengaduan dan tuntutan yang tidak 
sesuai dengan kenyataan dalam 
penyelenggaraan pelayan publik; dan 

e. Menolak permintaan pelayanan yang 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.18 

 
Dalam melaksanakan pelayanan publik, 

dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2009 
penyelenggara berkewajiban: 
a. Menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan; 
b. Menyusun, menetapkan, dan 

mempublikasikanmaklumat pelayanan; 
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten; 
d. Menyediakan saran, prasarana, dan/atau 

fasilitas pelayan publik yang mendukung 
terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas 
sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pelayan publik; 

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan 
standard pelayanan; 

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap 
pelayanan yang diselenggarakan; 

i. Membantu masyarakat dalam memahami 
hak dan tanggungjawabnya; 

j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan 
organisasi penyelenggara pelayanan publik; 

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai 
dengan hukum yang berlaku apabila 
mengundurkan diri atau melepaskan 
tanggungjawab atas posisi atau jabatan; dan 

l. Memenuhi panggilan atau mewakili 
organisasi untuk hadir atau melaksanakan 
perintah suatu tindakan hukum atas 
permintaan pejabat yang berwenang dari 
lembaga negara atau instansi pemerintah 
yang berhak, berwenang, dan sah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 16, Kewajiban dan Larangan bagi 

pelaksana: 
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a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai 
dengan penugasan yang diberikan oleh 
Penyelenggara; 

b. Memberikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau 
melaksanakan perintah suatu tindakan 
hukum atas permintaan pejabat yang 
berwenang dari lembaga negara atau 
instansi pemerintah yang berhak, 
berwenang, dan sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

d. Memberikan pertanggungjawaban 
apabila mengundurkan diri atau 
melepaskan tanggungjawab sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

e. Melakukan evaluasi dan membuat 
laporan keuangan dan kinerja kepada 
Penyelenggara secara berkala.19 

 
Pasal 17, Pelaksana dilarang: 
a. Merangkap sebagai komisaris atau 

pengurus organisasi usaha bagi 
pelaksana yang berasal dari lingkungan 
instansi pemerintah, badan usaha milik 
negara, dan badan usaha milik daerah; 

b. Meninggalkan tugas dan kewajiban, 
kecuali mempunyai alasan yang jelas, 
rasional, dan sah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

c. Menambah Pelaksana tanpa persetujuan 
Penyelenggara; 

d. Membuat perjanjian kerja sama dengan 
pihak lain tanpa persetujuan 
Penyelenggaraan; dan 

e. Melanggar asas penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Pasal 18,Hak dan Kewajiban Masyarakat: 
a. Mengetahui kebenaran isi standar 

pelayanan; 
b. Mengawasi pelaksanaan standar 

pelayanan; 
c. Mendapat tanggapan terhadap 

pengaduan yang diajukan 
d. Mendapatadvokasi, perlindungan, 

dan/atau pemenuhan pelayanan; 
e. Memberitahukan kepada pimpinan 

penyelenggara untuk memperbaiki 

                                                           
19
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pelayanan yang diberikan tidak sesuai 
dengan standar pelayan; 

f. Memberitahukan kepada pelaksanaan 
untuk memperbaiki pelayanan apabila 
pelayanan yang diberikan tidak sesuai 
dengan standar pelayanan; 

g. Mengadukan pelaksana yang melakukan 
penyimpangan standar pelayanan 
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan 
kepada penyelenggara dan ombudsman; 

h. Mengadukan penyelenggara yang 
melakukan penyimpangan standar 
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki 
pelayanan kepada Pembina 
penyelenggara dan ombudsman; dan 

i. Mendapat pelayanan yang berkualitas 
sesuai dengan asas dan tujuan 
pelayanan.20 

 
Pasal 19 masyarakat berkewajiban: 

1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan 
sebagaimana dipersyaratkan dalam standar 
pelayanan; 

2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, 
prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan 
publik; dan 

3. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan 
yang terkait dengan penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
Pasal 20 menyebutkan Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik: 
1. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan 

menetapkan standar pelayanan dengan 
memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 
kondisi lingkungan. 

2. Dalam menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), penyelenggara wajib mengikutsertakan 
masyarakat dan pihak terkait; 

3. Penyelenggara berkewajiban menerapkan 
standar pelayanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); 

4. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak 
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, 
terkait langsung dengan jenis pelayanan, 
memiliki kompetensi dan mengutamakan 

                                                           
20

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik. 



Lex Administratum, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017 

 

26 
 

musyawarah, serta memperhatikan 
keberagaman; 

5. Penyusunan standar pelayanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu 
yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah.21 

 
Dalam rangka memberikan dukungan 

informasi terhadap penyelenggaraan pelayan 
publik perlu diselenggarakan sistem informasi 
yang bersifat nasional. Sistem informasi yang 
bersifat nasional tersebut dikelola oleh 
menteri, dan disediakan kepada masyarakat 
secara terbuka dan mudah diakses, sistem 
informasi pelayan publik Pasal 23 
menyebutkan: 
1. Dalam rangka memberikan dukungan 

informasi terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik perlu diselenggarakan 
sistem informasi yang bersifat nasional. 

2. Menteri mengelola sistem informasi yang 
bersifat nasional. 

3. Sistem informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) berisi semua informasi 
pelayanan publik yang berasal dari 
penyelenggara pada setiap tingkatan. 

4. Penyelenggara berkewajiban mengelola 
sistem informasi yang terdiri atas sistem 
informasi elektronik atau non elektronik 
sekurang-kurangya, meliputi: 
a. Profil Penyelenggara; 
b. Profil pelaksana; 
c. Standar pelayanan; 
d. Maklumat pelayanan; 
e. Pengelolaan pengaduan; dan 
f. Penilaian kerja. 

5. Penyelenggaraan berkewajiban 
menyediakan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat 
secara terbuka dan mudah diakses.22 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah 

pusat, penyelenggaraannya dapat 
berbentuk sentralisasi, namun dapat 
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dipencarkan melalui bentuk pemerintahan 
desentralisasi, dekonsentrasi dan 
pembantuan kepada pemerintahan yang 
lebih rendah (daerah otonom), pengawasan 
tetap terbatas pada pemerintah pusat. 
Desentralisasi merupakan penyerahan 
urusan pemerintahan, kekuasaan dan 
kewenangan untuk mengambil keputusan 
mengatur daerah-daerah. Dekonsentralisasi 
merupakan pelimpahan wewenang yang 
secara fungsional pemerintah pusat kepada 
pejabat di daerah, dan pembantuan 
merupakan sifat membantu melaksanakan 
tugas peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan 
mewajibkan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah semua kegiatan, pengelolaan, 
kebijakan yang diambil oleh pejabat daerah 
harus terbuka (transparan) dan dapat 
dipertanggungjawabkan (responsibility) 
untuk mencegah perbuatan melawan 
hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah 
dari satu sisi, dari pandangan-pandangan 
masyarakat/publik merupakan 
sentral/pengawasan atas kebenaran, 
kejujuran dan keadilan/tidak diskriminatif 
untuk itu dilakukan informasi. 

2. Pelayanan publik/masyarakat merupakan 
salah satu tugas, penyelenggara pemerintah 
daerah, ini sebagai kewajiban pemerintah 
dan sebaliknya sebagai hak bagi warga 
masyarakat/publik, semua hak dan 
kewajiban diatas berlaku sebaliknya yang 
mencakup pelaksanaan pelayanan, 
pengelolaan, pengaduan publik, informasi, 
pengawasan, penyuluhan dan konsultasi 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009.Penyelenggaraan pemerintah 
daerah berkenaan dengan pelayanan publik 
tersebut berfokus pada pelayanan kepada 
publik/masyarakat, terutama berkenaan 
dengan pangan, sandang, papan, pendidikan 
kesehatan, lindungan pekerjaan, dan bidang 
sosial. Inilah, yang perlu masyarakat 
prioritas dari penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 
 

B. Saran 
1. Kewenangan dan kekuasaan pemerintah 

daerah yang diperoleh atas pelimpahan, 
penyelenggara dari pemerintah pusat 
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hendaknya dijalankan sebagaimana 
peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya dan atas kebijakan yang 
dipangku oleh pejabat daerah diambil 
semata-mata untuk kepentingan 
masyarakat/publik sebagai pelayanan. 

2. Pelayanan publik/masyarakat yang 
diselenggarakan pemerintah daerah 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari penyelenggaraan pemerintah daerah, 
hendaknya mengutamakan 
keperluan/kebutuhan yang sangat 
mendesak seperti pelayanan, pendidikan, 
perumahan, kesehatan, pangan dan 
kebutuhan sosial lainnya. Jangan kebijakan 
yang diambil hanya bertujuan untuk pribadi, 
kelompok/komunitasnya untuk itu 
diperlukan keterbukaan atau transparansi 
dan pengawasan. 
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